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TUPOKSI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU No. 12 TAHUN 2023)

Paragraf 2
Biro Kesejahteraan Rakyat
Pasal 14

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan
rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar;

penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar,
kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual,
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan
dasar;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan
bina spiritual;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar |,
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar Il,dan kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar ll;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;

penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;



penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan perumusan kebijakan
Daerah bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan lembaga bina
spiritual dan kerukunan umat beragama;

pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar
lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;

penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi
kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan
kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi
di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga
bina spiritual;

pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga bina
spiritual;

pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan musyawarah antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

penyiapan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama
dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama
dan aliran kepercayaan;

penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan
Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga,
kebudayaan dan pariwisata,;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata,

penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan, olahraga,
kebudayaan dan pariwisata,;

penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
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penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan
masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika,
statistik, persandian dan perhubungan;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang komunikasi, informatika,
statistik, persandian dan perhubungan;

penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik,
persandian dan perhubungan

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
kesehatan;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang kesehatan;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan
penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang sosial,
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang sosial;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sosial



rr.  penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
pendidikan;

ss. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pendidikan;

tt.  penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pendidikan;

uu. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi;

vv. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

ww. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara
periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

xX. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 15

Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi:
a. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi
umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber
daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan penyiapan bahan perencanaan
dan evaluasi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.

b.
C.

penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan
program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang biro;

penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah lingkup perangkat daerabh;

. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan

Dasar, kehumasan, rumah tangga dan aset;
pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan
pegawai,



g. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;

h. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian:

I. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

j. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi  ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

k. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan:

| pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan lingkup biro;

m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT,

RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup

biro;

pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;

penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor

jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;

penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit organisasi;

penyusunan dan menilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah:

penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang

berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas
sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

a Muda (IV/c)



